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Gotong Royong Data Mencapai Indonesia Emas

Transformasi Digital Nasional

Kebijakan SPBE dan SDI berjalan beriringan 
dan saling mendukung

Emas 2045
Indonesia
Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur

Birokrasi Efisien dan Akuntabel

Layanan Pemerintah Berkualitas dan Mudah 
Diakses

Pembangunan Nasional Adaptif dan Tepat 
Sasaran

Percepatan Peningkatan Penggunaan 
Produk Dalam Negeri, SDGs, dan 

Perlindungan Sosial serta Prioritas Lainnya

Tata Kelola 
Pemerintahan yang 

Baik (SPBE)

Data Pemerintah 
Berkualitas dan 

Terintegrasi (SDI)
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HASIL RAPAT DEWAN PENGARAH 
(30 Juli 2024)

Percepatan Pemenuhan Prinsip SDI di tingkat

Pusat dan Daerah, antara lain:

1. SDI menjadi bagian penilaian RB

2. Pembangunan database dinamis kode

referensi wilayah administrasi

3. Penguatan kompetensi formasi ASN

Talenta Digital SDI, serta Pengembangan

Center of Excellence (CoE) bersama

Pemda dan universitas

Perluasan Pelaksanaan Clearance Belanja

SPBE di tingkat Daerah untuk efisiensi belanja
SPBE di daerah dan harmonisasi kegiatan
pusat dan daerah

Penatakelolaan Platform Pertukaran Data

Tata kelola pertukaran Data untuk Mendukung

Pelaksanaan Perpres 82/2023 (pemanfaatan

forum SDI, uji coba INA Digital dengan use case

layanan kesehatan)

Penguatan Sinkronisasi Pusat-Daerah melalui

Penyusunan Kodifikasi dan Metadata

Indikator Pembangunan RPJMN/RPJMD dan

RKP/RKPD

Pengembangan Platform Data Model guna

meningkatkan efektifitas dan efisiensi aplikasi

& pendataaan

Perluasan Pemanfaatan Data melalui

integrasi Portal Kebijakan Satu Peta dengan

Portal SDI dan pemanfaatan Peta Bidang

Tanah untuk mendukung pembangunan

kewilayahan

Penguatan Tata Kelola Data melalui

pemutakhiran Permen PPN/ Bappenas

No.16 Tahun 2020 tentang Manajemen

Data SPBE

Percepatan Pemenuhan Prinsip SDI di tingkat Pusat.
Data terkait Dokumen dan Informasi Hukum Nasional dapat menjadi 

Data Prioritas yang sesuai Prinsip SDI



LINGKUP TUGAS SDI
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Perpres 39/2019 Perpres 82/2023

PENGUMPULAN

PEMERIKSAAN

PENYIMPANAN &
PENGAMANAN

PEMANFAATAN

TATA 
KELOLA 

DATA 
PEMERINTAH

PERENCANAAN

BERBAGIPAKAI

Portal Satu 
Data Indonesia

PORTAL

Pembina Data 
dan Walidata

(K/L/D)

Pengguna Data
(K/L/D)

Pengguna Data
(K/L/D/Masyarakat)

Walidata
(K/L/D)

Peran Satu Data Indonesia

1. Memanfaatkan Forum SDI untuk mendukung penyelenggaraan pertukaran 
data dan tata kelola data pada Aplikasi SPBE Prioritas,

2. Pembinaan dan pengawasan Platform Pertukaran Data (fokus tata kelola 
platform pertukaran data - bukan membangun aplikasi).

Peran Satu Data Indonesia

1. Penyelenggaraan tata kelola Data Instansi Pusat dan Daerah mendukung 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan

2. Acuan pelaksanaan dan pedoman tata kelola SDI, penyediaan Data yang 
akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses 
dan dibagipakaikan, keterbukaan dan transparasi Data, mendukung sistem 
statistik nasional

TATA KELOLA
DATA PRIORITAS

DATA DAERAH

TATA KELOLA
DATA INDIVIDU



Prinsip Satu Data Indonesia: Perbaikan Tata Kelola Data Pemerintah
Berlaku untuk data dalam format tabular, spasial, dan keuangan

Satu Standar Data

Satu Metadata Baku

Interoperabilitas

Kode Referensi/Data 
Induk

PRINSIP SATU 

DATA

Kelembagaan

Regulasi

Penganggaran

SDM

ELEMEN 

PENDUKUNG

Data Prioritas
(Fundamental Dataset)

Rencana Aksi

Teknologi

Pemberdayaan

Inovasi

Pemanfaatan

Data Leadership

Penyelenggaraan

Kebijakan Satu Peta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kebijakan Satu Data
Pasal 4A Perpres 23/2021 tentang Perubahan atas Perpres 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta

Keterangan:

Indeks Kinerja Simpul Jaringan yang ada pada penilaian/asesmen Penyelenggaraan SDI



Sinergi SPBE dan SDI

Layanan  
SPBE

Data dan 
Informasi

Infrastruktur
SPBE

Aplikasi
SPBE

Keamanan  
SPBE

Rencana  
Anggaran

Proses 
Bisnis

Prinsip Satu 
Data 

Indonesia

Penyelenggara 
Satu Data 
Indonesia

Penyelenggaraan 
Satu Data 
Indonesia

● Standar Data
● Metadata Baku
● Interoperabilitas
● Kode Referensi/Data Induk

● Penyelenggara Tingkat Pusat
● Penyelenggara Tingkat Daerah

● Perencanaan Data
● Pengumpulan Data
● Pemeriksaan Data
● Penyebarluasan Data

Perpres No. 95/2018 tentang SPBE

Manajemen SPBE

Manajemen SPBE

Rencana Induk  
dan

Arsitektur  

SPBE

1

2

3

4

5

6
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Manajemen 
Risiko

Audit
TIK

Manajemen 
Keamanan 
Informasi

Manajemen 
SDM

Manajemen 
Data

Manajemen 
Perubahan

Manajemen 
Aset TIK

Manajemen 
Pengetahuan

Manajemen 
Layanan

Arsitektur Data

Pedoman 
Manajemen Data

Big Data dan AI 
Pemerintah

Permen PPN No. 16/2020

RUANG LINGKUP SPBE SINERGI PROGRAM RUANG LINGKUP SDI



Data dan Relasinya di Domain-Domain SPBE
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Data dan informasi yang diproduksi dan dikelola  oleh sebuah instansi pemerintah dan pemerintah daerah merupakan kumpulan hasil 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pelayanan instansi tersebut sebagai pengampu proses bisnis tertentu. 

Penggunaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akan menghasilkan luaran yang baik berbentuk informasi ataupun 

kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan akurat. 



SDI dan SPBE dalam Manajemen Data   

Tujuan:
● Menjamin terwujudnya Data yang akurat, 

mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses 
sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi,dan pengendalian pembagunan 
nasional.

Ruang Lingkup:
● Arsitektur Data;
● Data Induk dan Data Referensi;
● Basis Data; dan
● Kualitas Data

Peraturan Menteri PPN/ Kepala
Bappenas No.16 Tahun 2020 Tentang
Manajemen Data Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Manajemen Data SPBE merupakan amanat 
Perpres No.95/2018 dalam Pasal 49 Ayat (5)

1. Pengelolaan Arsitektur Data

2.      Data Referensi

3.      Basis Data      

4.      Kualitas Data



• Saat ini penguatan pondasi pada tata

kelola Data menjadi penting Sebelum

berbicara mengenai aplikasi/sistem.

• Implementasi langkah-langkah

keamanan yang efektif, seperti enkripsi,

kontrol akses, dan otentikasi pengguna,

tidak hanya menjaga integritas dan

keandalan data tetapi juga membangun

kepercayaan publik terhadap sistem

pemerintahan berbasis elektronik.
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Tata Kelola Data Perlu Mengikuti Standar Internasional

DATA 

GOVERNANCE

Sumber: DAMA-DMBOK Functional Area Dependencies

Tata Kelola Data membantu mencegah kebocoran 

data, menghindari kerugian finansial, dan 

mematuhi standar privasi yang berlaku.

Merujuk pada Data Management Body of 

Knowledge yang dikelola oleh DAMA (Data 

Management Association) yang juga digunakan 

oleh banyak negara dan komunitas manajemen 

data global, terdapat hal-hal yang krusial untuk 

diimplementasikan untuk mengawal tata kelola 

data termasuk didalamnya keamanan data.



data.go.id
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Implementasi Satu Data Indonesia 

di Kementerian Hukum & HAM



Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia

Dewan Pengarah

Forum SDI Daerah

Forum SDI Pusat

Sekretariat SDI tingkat 
Daerah

Walidata 
Daerah

Pembina Data tingkat Daerah

Walidata 
Pendukung

Walidata 
Pendukung

Produsen 
Data

Produsen 
Data

Produsen 
Data

Sekretariat SDI tingkat Pusat

Kelompok Kerja Forum SDI 
tingkat Pusat

Pembina Data tingkat Pusat

Walidata 
Pusat

Produsen 
Data

Walidata 
Pendukung

Forum SDI K/L 85 K/L
38 Prov

514 Kab/Kota

Produsen 
Data

Produsen 
Data

*Forum SDI K/L dibentuk berdasarkan kebutuhan

K/L dalam teknis penyelenggaraan SDI tingkat

K/L

Referensi:

• Prepres 39/2019 ttg SDI;

• PerMen PPN/Kepala Bappenas No 18/2020 ttg Tata Kerja

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat;

• Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No Kep

31/M.PPN/HK/04/2021 ttg Pembentukan Pokja Forum SDI

tingkat Pusat
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Regulasi Satu Data Kemenkumham
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Data Prioritas Kementerian Hukum dan HAM

15 Data Prioritas pada tahun 2024



Aliran Data dalam Integrasi SDI

Portal Satu Data 
Indonesia

Portal BPS

Statistik

Portal JIGN

Spasial

Portal Kemenkeu

Keuangan

Portal CKAN
API CKAN Harvester*

Sektoral KLD

Portal DKAN
API DKAN*

Sektoral KLD

Portal Lainnya
API data.json* (DCAT Catalog 
Schema)

Sektoral KLD

*data diintegrasikan dengan melakukan panggilan API secara Bulk 

API CKAN Harvester*

Portal Sada Kemenkumham
Integrasi



data.go.id

Mitigasi Resiko Kehilangan Data
(Data Loss Risk Mitigation)
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Tata Kelola Risiko Kehilangan Data

3 Pelatihan Staf

Melakukan pelatihan kepada staf tentang 
pentingnya keamanan data dan praktik terbaik 
dalam melindungi data. Pelatihan ini meliputi 
pemahaman tentang kebijakan backup dan 
recovery, tindakan pencegahan kehilangan data, 
dan langkah-langkah pemulihan dalam situasi 
kehilangan data.

1 Kebijakan Backup dan 

Recovery
Tata kelola risiko kehilangan data melibatkan 
implementasi kebijakan dan prosedur backup
dan pemulihan data secara teratur untuk 
memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat 
dan akurat dalam situasi kehilangan data.

2 Penilaian Risiko

Melakukan penilaian risiko secara teratur untuk 
mengidentifikasi potensi risiko kehilangan data, 
seperti ancaman keamanan, kegagalan 
perangkat keras, atau kesalahan manusia. 
Penilaian risiko membantu dalam 
mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang 
diperlukan untuk mengurangi risiko kehilangan 
data.
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Mitigasi Risiko Kehilangan Data

1 Backup Rutin

Melakukan backup rutin data secara teratur 
untuk memastikan adanya salinan data yang 
dapat dipulihkan dalam situasi kehilangan data. 
Backup dapat dilakukan secara manual atau 
menggunakan solusi otomatis untuk menyimpan 
salinan data secara berkala.

2 Redundansi Sistem

Menerapkan sistem redundansi untuk 
memastikan ketersediaan data. Redundansi 
sistem dapat mencakup penggunaan server 
cadangan, replikasi data, atau teknologi RAID 
(Redundant Array of Independent Disks) untuk 
melindungi data dari kehilangan.

3 Pemulihan Bencana (Disaster 

Recovery)
Pengembangan dan implementasi rencana 
pemulihan bencana yang mencakup langkah-
langkah untuk memulihkan data setelah 
terjadinya bencana atau situasi darurat. Rencana 
ini meliputi strategi pemulihan data, peralatan 
pemulihan, dan prosedur pemulihan yang teruji.

4 Pemantauan Sistem

Melakukan pemantauan sistem secara teratur 
untuk mendeteksi dan mengatasi masalah yang 
dapat menyebabkan kehilangan data. 
Pemantauan sistem melibatkan pemantauan 
kinerja perangkat keras dan perangkat lunak, 
pemantauan keamanan, dan pemantauan 
backup dan pemulihan data.

17



data.go.id

Mitigasi Resiko Kebocoran Data
(Data Breach Risk)
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Tata Kelola untuk Mitigasi Risiko Kebocoran Data

1 Kebijakan Keamanan Data

○ Menerapkan kebijakan yang mengatur 
penggunaan, penyimpanan, dan 
penghapusan data yang sensitif.

○ Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 
data yang perlu dilindungi dengan 
tingkat keamanan yang sesuai.

2 Kesadaran Keamanan

○ Melakukan pelatihan dan sosialisasi 
kepada staf mengenai pentingnya 
keamanan data dan praktik terbaik 
dalam pengelolaan data.

○ Mendorong staf untuk melaporkan 
(potensi) ancaman keamanan yang 
mereka temui.

3 Penilaian Keamanan

○ Melakukan audit dan evaluasi secara 
berkala terhadap sistem keamanan 
yang ada.

○ Mengidentifikasi dan mengatasi 
kerentanan keamanan yang 
ditemukan.
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Mitigasi Resiko Kehilangan Data

1 Enkripsi Data

○Mengenkripsi data sensitif saat 
berpindah melalui jaringan atau saat 
disimpan di tempat penyimpanan.

○Menggunakan algoritma enkripsi yang 
kuat dan mengelola kunci enkripsi 
dengan baik.

2 Kontrol Akses

○Menerapkan kebijakan akses yang 
ketat untuk membatasi siapa yang 
memiliki izin untuk mengakses data 
sensitif.

○Menggunakan mekanisme autentikasi 
yang kuat, seperti autentikasi dua 
faktor.

3 Audit dan Log

○Memonitor aktivitas sistem secara 
teratur dan mencatat log kegiatan yang 
mencurigakan.

○Melakukan audit log secara berkala 
untuk mendeteksi dan mencegah 
aktivitas ilegal.

4 Respons Insiden

○Mempersiapkan rencana respons 
insiden yang jelas dan terdefinisi 
dengan baik.

○Melakukan latihan dan simulasi respons 
insiden secara berkala untuk 
memastikan kesiapan dalam 
menghadapi kebocoran data.

20



@data.go.id @datagoid data.go.id +62 822-6000-7040

Terima Kasih
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